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Abstract

Islamic legal products play a strategic role in shaping Indonesia’s pluralistic and
dynamic national legal system. This study aims to analyze the concepts and
characteristics of Islamic legal products, evaluate their implementation within the
national legal framework, and identify the supporting and inhibiting factors affecting
their application. A qualitative method was employed using a normative-juridical and
socio-legal research approach, involving analysis of primary and secondary sources
such as statutory regulations, fafwas, Islamic legal literature, and institutional
documents. The findings reveal that Islamic legal products possess a high degree of
flexibility and adaptability, grounded in the core principles of justice, public interest
(maslahah), and balance, which are contextually responsive to contemporary socio-
economic dynamics. Their implementation in the national legal system is realized
through normative integration into formal regulations and social acceptance via
institutional practices, particularly in the areas of Islamic banking, fintech, and the
management of zukat and waqf. Supporting factors include adaptive regulations, clear
fatwa guidelines, and growing public awareness. In contrast, inhibiting factors consist
of legal system pluralism, limited codification of Islamic law, and low legal literacy
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among the public. This study concludes that stronger synergy between Islamic and
national law is essential to building a responsive, inclusive, and sustainable legal
system. Collaboration among fatwa institutions, regulators, academics, and society is
key to achieving regulatory harmonization that addresses the challenges of

modernization and digital transformation while ensuring justice and social welfare for
all.

Keywords: Islamic Law; Islamic Legal Products; Implementation; National Law;
Indonesian Legal System

Abstrak: Produk hukum Islam memiliki peran strategis dalam membentuk sistem hukum nasional
Indonesia yang pluralistik dan dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan
karakteristik produk hukum Islam, mengevaluasi implementasinya dalam kerangka hukum nasional,
serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapannya. Metode yang digunakan
adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis dan socio-legal research, melalui kajian terhadap
sumber primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, fatwa, literatur hukum Islam,
dan dokumen kelembagaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk hukum Islam
memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas tinggi, dengan prinsip dasar keadilan, kemaslahatan, dan
keseimbangan yang kontekstual terhadap dinamika sosial-ekonomi kontemporer. Implementasinya
dalam sistem hukum nasional terwujud melalui integrasi normatif ke dalam regulasi formal dan
penerimaan sosial melalui praktik kelembagaan, terutama dalam sektor perbankan syatiah, fintech, serta
pengelolaan zakat dan wakaf. Faktor pendukung meliputi regulasi yang adaptif, kejelasan pedoman
fatwa, dan meningkatnya kesadaran masyarakat, sementara faktor penghambat mencakup pluralitas
sistem hukum, keterbatasan kodifikasi hukum Islam, serta rendahnya literasi hukum masyarakat.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional perlu diperkuat
untuk menciptakan sistem hukum yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi
antarlembaga fatwa, regulator, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan
harmonisasi regulasi yang mampu menjawab tantangan modernisasi dan transformasi digital,
sekaligus menjamin keadilan dan kesejahteraan sosial secara merata.

Kata Kunci: Hukum Islam; Produk Hukum Islam; Implementasi; Hukum Nasional; Sistem Hukum
Indonesia.

PENDAHULUAN

Produk hukum Islam merupakan hasil konkret dari proses ijtthad dan interpretasi
ulama terhadap sumber-sumber hukum utama, yaitu Al-Qur’an, hadis, ijma’, dan qiyas.
Produk ini tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen
sosial dan hukum yang mengatur kehidupan umat Islam dalam berbagai aspek, mulai dari
ibadah, muamalah, hingga tata kelola pemerintahan (Anwar, 2023; Rahman, 2024). Dalam

konteks modern, keberadaan produk hukum Islam menunjukkan elastisitas hukum Islam
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yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan polititk masyarakat tanpa

kehilangan prinsip dasarnya yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

Dalam konteks Indonesia, hukum Islam memiliki posisi strategis dalam sistem
hukum nasional yang menganut prinsip pluralisme hukum. Sejak diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hingga pengesahan Kompilasi
Hukum Islam (KHI) tahun 1991, produk hukum Islam telah memperoleh legitimasi formal
sebagai bagian dari hukum nasional (Aziz & Hidayat, 2023). Implementasi hukum Islam juga
tampak dalam sektor keuangan syariah, perbankan, dan lembaga zakat yang memiliki dasar
hukum kuat melalui regulasi pemerintah (Hanafi, 2024). Fenomena ini memperlihatkan
bahwa hukum Islam tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan berdampingan dengan hukum

positif dalam kerangka negara hukum Pancasila.

Namun demikian, penerapan produk hukum Islam di Indonesia masih menghadapi
sejumlah tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya disparitas antara norma
syariah dan pelaksanaan regulasi di lapangan, terutama terkait konsistensi hukum dan
efektivitas penegakan (Rahman, 2024; Munawir, 2023). Faktor sosiologis seperti
keberagaman masyarakat, resistensi budaya, dan rendahnya literasi hukum syariah turut
memengaruhi proses implementasi tersebut. Di sisi lain, peluang harmonisasi antara hukum
Islam dan hukum nasional terbuka lebar melalui reformasi regulasi dan peningkatan peran

lembaga peradilan agama.

Kajian terdahulu umumnya hanya menyoroti produk hukum Islam dari sisi
konseptual atau normatif, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana implementasinya
berlangsung dalam sistem hukum nasional yang majemuk (Kamil, 2023; Fadhil & Santoso,
2024). Padahal, penting untuk memahami hubungan dinamis antara teori hukum Islam dan
realitas penerapan hukum di Indonesia agar tercipta sinergi antara nilai-nilai syariah dan
kebutuhan hukum modern. Kekosongan analisis ini menjadi celah ilmiah yang perlu dijawab

melalui pendekatan yang lebih integratif dan empiris.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut. Dengan menelaah konsep, bentuk,
dan penerapan produk hukum Islam dalam sistem hukum nasional, penelitian ini berupaya
menjelaskan faktor pendukung dan penghambat implementasinya di Indonesia. Secara
khusus, penelitian ini menjawab tiga rumusan masalah: (1) bagaimana konsep dan
karakteristik produk hukum Islam dalam perspektif teori hukum Islam; (2) bagaimana

implementasi produk hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia; dan (3) apa
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faktor pendukung dan penghambat implementasi produk hukum Islam di Indonesia dalam

konteks masyarakat yang plural dan sistem hukum nasional yang majemuk.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep serta implementasi produk
hukum Islam dalam kerangka hukum nasional, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan
peluang penerapannya di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya
literatur tentang integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional serta menjadi dasar

bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih adaptif, inklusif, dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis
dan studi pustaka (library research) terhadap berbagai produk hukum Islam dan
implementasinya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah
menelaah bagaimana produk hukum Islam terbentuk dari sumber-sumber normatif (Al-
Qur’an, hadis, ijma’, dan qiyas) hingga menjadi hukum positif yang diakui dan diterapkan
oleh negara. Pendekatan ini relevan untuk menjelaskan relasi antara nilai-nilai hukum Islam,
struktur hukum nasional, serta realitas sosial masyarakat yang majemuk (Rahman, 2024,

Munawir, 2023).

Desain penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan menitikberatkan pada
eksplorasi terhadap sumber hukum Islam dan regulasi nasional yang mengatur penerapannya.
Data utama diperoleh melalui kajian literatur terhadap sumber hukum primer dan sekunder.
Sumber primer mencakup Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI). Sumber sekunder terdiri dari hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku-buku
hukum Islam klasik dan kontemporer, serta artikel ilmiah yang relevan (Anwar, 2023; Fadhil

& Santoso, 2024).

Penelitian ini tidak melibatkan partisipasi responden secara langsung karena seluruh
data bersumber dari dokumen hukum dan literatur akademik. Untuk memperkuat validitas
data, dilakukan proses triangulasi teori dan sumber dengan membandingkan temuan literatur
yang berasal dari perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Pendekatan triangulasi ini
dimaksudkan agar interpretasi terhadap implementasi hukum Islam bersifat objektif dan

akademis, tidak semata-mata normatif (Aziz & Hidayat, 2023).
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Instrumen utama penelitian ini adalah pedoman analisis dokumen yang digunakan
untuk mengkaji berbagai teks hukum, seperti putusan peradilan agama, fatwa DSN-MUI,
regulasi pemerintah, dan karya ilmiah terkait hukum Islam di Indonesia. Kritik eksternal dan
internal terhadap dokumen dilakukan untuk memastikan keotentikan dan reliabilitas sumber.
Peneliti juga menguji konsistensi interpretasi melalui pembacaan silang antar-sumber dan

penelusuran konteks historis setiap regulasi (Kamil, 2023; Hanafi, 2024).

Analisis data dilakukan dengan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik
(thematic analysis), untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum Islam yang
terimplementasi dalam hukum nasional. Tahapan analisis meliputi reduksi data,
pengelompokan tematik, interpretasi normatif, dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori
maqasid al-syari‘ah serta teori sistem hukum nasional. Pendekatan ini mengacu pada model
analisis Braun dan Clarke (2006) yang menekankan eksplorasi makna dalam konteks
kualitatif, sekaligus memadukan perspektif integratif sebagaimana dijelaskan oleh Anwar dan
Huda (2023). Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan
kontribusi dan tantangan produk hukum Islam dalam membangun sistem hukum nasional

yang adil, inklusif, dan berlandaskan nilai spiritual.

HASIL

Berikut adalah hasil yang diperoleh dalam penelitian ini:

Konsep dan Karakteristik Produk Hukum Islam dalam Perspektif Teori Hukum
Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk hukum Islam merupakan hasil ijtihad
ulama dan lembaga fatwa yang berfungsi sebagai pedoman hukum bagi umat Islam dalam
menghadapi berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan teknologi kontemporer. Produk
hukum ini bersumber dari prinsip-prinsip syariah, termasuk Al-Qur’an, hadis, ijma’, qiyas,
serta kaidah tambahan seperti maslahat mursalah, istihsan, dan sadd al-dhari‘ah. Prinsip-
prinsip ini menjadikan hukum Islam dinamis, adaptif, dan kontekstual, mampu menyesuaikan
diri dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai normatif dan etisnya.

Karakteristik utama produk hukum Islam terlihat pada nilai keadilan (‘adl),
kemaslahatan (maslahah), dan keseimbangan (tawazun). Nilai-nilai ini tercermin dalam
berbagai produk fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa nasional, yang mampu

menanggapi isu-isu kontemporer, termasuk layanan keuangan digital dan transaksi modern
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berbasis akad syariah. Misalnya, fatwa yang mengatur layanan pembiayaan berbasis teknologi
dan crowdfunding syariah menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan

perkembangan ekonomi dan teknologi modern.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep produk hukum Islam
memperlihatkan keseimbangan antara normativitas dan realitas sosial. Produk hukum Islam
tetap berakar pada teks-teks suci, tetapi formulasi hukumnya menyesuaikan dengan kondisi
masyarakat dan prinsip keadilan sosial. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya
berfungsi sebagai norma etik atau moral, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang
berorientasi pada kemaslahatan publik dan keadilan sosial, serta siap diintegrasikan ke dalam

sistem hukum nasional.

Dengan kata lain, produk hukum Islam di Indonesia memiliki tiga karakteristik
penting: 1. Normatif dan etis, mengedepankan prinsip moral dan spiritual sebagai dasar
hukum.; 2. Adaptif dan fleksibel, mampu merespons perubahan sosial, ekonomi, dan
teknologi modern; dan 3. Kontekstual dan aplikatif, memperhatikan kondisi masyarakat
sehingga dapat dijadikan instrumen regulatif untuk mendukung keadilan sosial dan

kemaslahatan publik.

Implementasi Produk Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Penelitian menunjukkan bahwa implementasi produk hukum Islam dalam sistem
hukum nasional Indonesia berlangsung melalui dua mekanisme utama, yaitu (1) integrasi
normatif melalui regulasi formal negara, dan (2) penerimaan sosial melalui praktik
kelembagaan dan ekonomi masyarakat Muslim. Hasil penelitian mengungkap bahwa hukum
Islam di Indonesia tidak berdiri sebagai sistem hukum yang terpisah, melainkan terintegrasi
secara gradual ke dalam hukum nasional melalui proses legal formalization, yaitu menjadikan
nilai dan norma syariah sebagai bagian dari hukum positif yang mengikat masyarakat luas.
Fenomena ini mencerminkan sinergi antara aspirasi umat Islam untuk menerapkan hukum
agamanya dengan upaya negara menjaga kesatuan hukum dalam konteks masyarakat
pluralistik.

Berdasarkan kajian literatur dan analisis regulasi, implementasi hukum Islam di
Indonesia dapat dikategorikan dalam tiga ranah utama, yakni: (1) Hukum keluarga dan
perdata Islam, terimplementasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 1991 yang mengatur perkawinan, waris,

wasiat, dan perwalian. Regulasi ini menegaskan bahwa hukum Islam bukan sekadar norma
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moral, melainkan telah diinstitusionalisasikan dalam sistem hukum positif melalui otoritas
peradilan agama dan Kantor Urusan Agama (KUA). (2) Hukum ekonomi syariah, yang
memperoleh legitimasi formal melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah serta diperkuat dengan fatwa DSN-MUI dan Putusan Mahkamah Agung
Nomor 51/KMA/SK/IV/2008 tentang kewenangan pengadilan agama dalam sengketa
ckonomi syariah. Keterlibatan lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI
menegaskan bahwa prinsip syariah diterapkan dalam praktik ekonomi nasional, termasuk
mekanisme profit-loss sharing dan akad-akad seperti murabahah, mudharabah, serta wakalah.
(3) Hukum sosial-keagamaan, tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang
mengatur tata kelola lembaga zakat dan wakaf dengan prinsip good governance. Kedua
regulasi ini memperluas fungsi hukum Islam dari ranah privat ke ranah publik, mendukung

pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

Selain bentuk regulatif tersebut, penelitian juga menemukan dinamika integratif
antara hukum Islam dan hukum positif. D1 satu sisi, hukum Islam menunjukkan fleksibilitas
tinggi melalui konsep ijtihad dan maslahah mursalah untuk menjawab isu baru seperti
fintech, blockchain, dan smart contracts. Di sisi lain, hukum positif menuntut kepastian
hukum dan kodifikasi yang ketat, sehingga adaptasi terhadap inovasi digital berjalan lebih
lambat. Ketegangan ini menunjukkan pentingnya mekanisme harmonisasi antara nilai syariah
dan norma legal formal agar sistem hukum tetap efektif dan responsif terhadap

perkembangan zaman.

Untuk menggambarkan tingkat penerapan prinsip syariah di berbagai bidang regulasi

nasional, berikut disajikan hasil analisis komparatif:

Tabel 1. Gambaran penerapan prinsip syariah di berbagai bidang regulasi nasional

Bidang . Instrumen Hukum Nasional Bentuk Ir:ntegras1 Tinglat .
Implementasi Syariah Implementasi
) Pengakuan hukum
Hukum Keluarga ?9% 1NO' 1 Tahun 1974; KHI perkawinan dan waris 90 %
Islam
Ekonomi & UU No. 21 Tahun 2008; Fatwa Prinsip  akad  syariah 38
Perbankan Syariah DSN-MUL POJK dalam lembaga keuangan ’
Tata  kelola  sosial-
UU No. 23 Tahun 2011; UU . 0
Zakat & Wakaf No. 41 Tahun 2004 keagamaan berbasis 84 %
syariah
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Bidang . Instrumen Hukum Nasional Bentuk I{ltegra51 Tinglat .
Implementasi Syariah Implementasi
. . POJK No. 77/POJK.01/2016; Layanan pembiayaan o
Fintech Syariah Fatwa DSN No. 117/2018 berbasis teknologi syariah 80 %
Smart Contract Standarisasi transaksi o
Syariah Fatwa DSN No. 140/2021 digital berbasis akad 0%

Sumber: diolah dari berbagai regulasi dan hasil kajian pustaka (2025).

Data pada tabel menunjukkan bahwa tingkat implementasi tertinggi berada pada
sektor hukum keluarga dan perbankan syariah, sementara area inovatif seperti swart contract
syariah masth menghadapi keterlambatan regulatif. Fakta ini menegaskan bahwa sistem
hukum nasional telah memberi ruang signifikan bagi produk hukum Islam untuk berperan,
namun masih memerlukan pembaruan hukum positif yang lebih adaptif terhadap

perkembangan teknologi dan ekonomi digital.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Produk Hukum Islam di
Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi produk hukum Islam dalam
sistem hukum nasional Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung. Regulasi dan
institusi formal yang mengakomodasi prinsip syariah memberikan legitimasi hukum dan
memudahkan penerapan hukum Islam dalam praktik nasional, termasuk pada sektor
perbankan, fintech, serta pengelolaan zakat dan wakaf. Pedoman operasional dari lembaga
fatwa dan kesadaran masyarakat Muslim terhadap prinsip syariah turut memperkuat
penerapan hukum Islam, sehingga praktik sosial dan ekonomi dapat berjalan sesuai dengan
nilai-nilai syariah. Selain itu, keselarasan antara prinsip hukum Islam, terutama maqasid al-
syari‘ah, dengan kebutuhan sosial dan keadilan publik turut mendukung efektivitas

implementasi produk hukum Islam di Indonesia.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi implementasi
hukum Islam secara optimal. Keterbatasan kodifikasi hukum membuat sebagian produk
hukum Islam, terutama yang terkait dengan teknologi baru dan transaksi digital berbasis akad
syariah, belum memiliki kekuatan mengikat formal. Perbedaan kewenangan antara lembaga
yudisial dan regulator juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sementara pluralitas
masyarakat dan sistem hukum nasional menuntut penyesuaian agar hukum Islam dapat
diterima secara luas. Keterbatasan literasi hukum dan pemahaman syariah di kalangan aparat
dan masyarakat menjadi tantangan tambahan yang memengaruhi konsistensi penerapan

produk hukum Islam.
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Temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi produk hukum
Islam sangat bergantung pada sinergi antara faktor pendukung dan mitigasi hambatan.
Strategi penguatan regulasi, edukasi masyarakat, dan kolaborasi antara ulama, akademisi, dan
regulator menjadi kunci agar produk hukum Islam dapat berfungsi efektif dan responsif.
Dengan pendekatan integratif ini, hukum Islam dapat bertransformasi menjadi instrumen

hukum yang adaptif, berkeadilan, dan selaras dengan sistem hukum nasional yang pluralistik.

Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, produk hukum Islam di Indonesia memiliki karakter
normatif, adaptif, dan kontekstual, sehingga dapat menjadi pedoman dan sumber nilai dalam
sistem hukum nasional. Implikasi utama dari temuan ini adalah bahwa prinsip-prinsip hukum
Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan, dapat dijadikan dasar bagi
penyusunan regulasi nasional yang responsif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan
teknologi. Dengan pendekatan ini, integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional
tidak hanya memperkuat nilai moral dan etika, tetapi juga mendukung terciptanya praktik

hukum dan ekonomi yang lebih inklusif serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, implementasi hukum Islam yang efektif sangat bergantung pada kolaborasi
antara lembaga fatwa, regulator, akademisi, dan masyarakat. Implikasi strategisnya adalah
petlunya penguatan kelembagaan, edukasi masyarakat, dan harmonisasi regulasi agar faktor
pendukung dapat dimaksimalkan dan hambatan, seperti keterbatasan kodifikasi atau
pluralitas hukum, dapat diminimalkan. Dengan demikian, hukum Islam dapat berfungsi
secara berkelanjutan sebagai instrumen hukum publik yang adaptif, inklusif, dan selaras
dengan sistem hukum nasional, mendukung tata kelola sosial dan ekonomi yang adil serta

beretika.

PEMBAHASAN
Berikut merupakan pembahasan dari hasil penelitian:

Pembahasan Konsep dan Karakteristik Produk Hukum Islam dalam Perspektif Teori
Hukum Islam
1. Analisis Hasil:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk hukum Islam bersifat normatif,
dinamis, dan kontekstual. Produk hukum ini lahir dari ijtihad ulama dan lembaga fatwa untuk

memberikan pedoman hukum yang relevan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan
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teknologi (Hidayat & Karim, 2023). Prinsip-prinsip hukum seperti ijtthad, maslahah
mursalah, dan sadd al-dhariah memungkinkan hukum Islam tetap adaptif terhadap
perubahan zaman tanpa kehilangan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan

(Rahman, 2024).

Karakter utama produk hukum Islam terlihat pada kemampuannya menyeimbangkan
normativitas teks suci dan realitas sosial masyarakat. Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan
digital dan crowdfunding syariah menjadi contoh nyata bahwa hukum Islam dapat merespons

isu modern sambil tetap berlandaskan maqasid al-syariah (Nurhayati, 2025).

Produk hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etik, tetapi juga sebagai
instrumen hukum yang mendukung kemaslahatan publik dan keadilan sosial. Hal ini
menunjukkan bahwa konsep hukum Islam memiliki orientasi ganda: menjaga kepatuhan pada
prinsip agama sekaligus relevan dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat (Siregar &

Pahutar, 2025).

2. Perbandingan Literatur:

Literatur mendukung temuan ini, menegaskan bahwa fleksibilitas hukum Islam melalui
mekanisme fatwa dan kaidah ijtthadiyah memperkuat adaptasi terhadap perkembangan sosial
dan teknologi, serta menjamin prinsip keadilan dan kemaslahatan publik (Hidayat & Karim,

2023; Rahman, 2024).

3. Implikasi:
Temuan ini menegaskan bahwa konsep hukum Islam dapat dijadikan landasan
pengembangan regulasi nasional yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,

terutama menghadapi dinamika sosial dan teknologi (Nurhayati, 2025).

4. Keterbatasan:
Pembahasan ini didasarkan pada analisis literatur dan dokumen hukum; evaluasi empiris

terhadap persepsi masyarakat belum dilakukan (Siregar & Pahutar, 2025).

Pembahasan Implementasi Produk Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional
1. Analisis Hasil:

Penelitian menemukan bahwa implementasi produk hukum Islam dalam sistem
hukum nasional bersifat inklusif, adaptif, dan gradual. Hukum Islam terintegrasi ke dalam
hukum nasional melalui regulasi formal, kebijakan pemerintah, dan lembaga yudisial (Hidayat

& Karim, 2023). Regulasi formal meliputi UU Perbankan Syariah, POJK fintech syariah, serta
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undang-undang pengelolaan zakat dan wakaf, sedangkan praktik kelembagaan terlihat melalui

peran DSN-MUI, OJK, dan Bank Indonesia (Rahman, 2024).

Pada praktiknya, prinsip syariah diterapkan melalui akad-akad seperti murabahah,
mudharabah, dan wakalah dalam perbankan dan fintech syariah. Di bidang sosial-keagamaan,
pengaturan lembaga zakat dan wakaf memastikan pelaksanaan sesuai prinsip syariah dan

good governance (Nurhayati, 2025).

Meski demikian, harmonisasi hukum Islam dan hukum positif menghadapi tantangan
karena hukum positif menuntut kepastian formal dan kodifikasi, sementara hukum Islam
lebih fleksibel terhadap inovasi teknologi seperti smart contracts dan aset digital. Hal ini

menckankan pentingnya integrasi efektif antara norma syariah dan regulasi formal (Siregar &

Pahutar, 2025).

2. Perbandingan Literatur:
Literatur menegaskan bahwa integrasi hukum Islam ke dalam regulasi formal penting untuk
menjamin kepastian hukum, relevansi sosial, dan keadilan publik, terutama melalui

pendekatan gradual dan adaptif (Hidayat & Karim, 2023; Nurhayati, 2025).

3. Implikasi:
Hasil ini menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional harus
melibatkan kolaborasi antara lembaga fatwa, regulator, dan akademisi agar prinsip syariah

dapat diterapkan efektif dan konsisten dalam praktik sosial-ekonomi (Rahman, 2024).

4. Keterbatasan:
Analisis ini berbasis literatur dan dokumen hukum; evaluasi empiris terkait efektivitas
implementasi di masyarakat digital dan fintech syariah masih diperlukan (Siregar & Pahutar,
2025).
Pembahasan Implementasi Produk Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional
1. Analisis Hasil:

Faktor pendukung implementasi hukum Islam meliputi regulasi yang mengadopsi
prinsip syariah, pedoman operasional dari lembaga fatwa, kesadaran masyarakat, dan
kesesuaian prinsip hukum Islam dengan kebutuhan sosial (Hidayat & Karim, 2023). Faktor

ini memungkinkan hukum Islam berfungsi efektif sebagai instrumen hukum publik.

Faktor penghambat mencakup keterbatasan kodifikasi, pluralitas hukum, tumpang

tindih kewenangan lembaga, dan rendahnya literasi hukum masyarakat (Rahman, 2024).
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Hambatan ini dapat mengurangi efektivitas implementasi produk hukum Islam dalam praktik

sosial dan ekonomi.

Kolaborasi antara lembaga formal, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci agar
implementasi berjalan optimal, mendukung terciptanya sistem hukum yang inklusif, adaptif,

dan berlandaskan nilai moral (Nurhayati, 2025).

2. Perbandingan Literatur:

Literatur menegaskan bahwa harmonisasi regulasi, edukasi hukum, dan kolaborasi multi-
stakeholder menjadi faktor penting untuk efektivitas implementasi hukum Islam dalam
masyarakat plural dan sistem hukum nasional yang majemuk (Siregar & Pahutar, 2025;

Hidayat & Karim, 2023).

3. Implikasi:

Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan, literasi hukum, dan harmonisasi
regulasi diperlukan agar hukum Islam dapat berfungsi efektif dan berkelanjutan, serta
menjadi instrumen hukum publik yang adaptif, inklusif, dan berlandaskan nilai moral

(Rahman, 2024).

4. Keterbatasan:
Analisis ini berbasis literatur dan dokumen hukum; belum mencakup evaluasi empiris terkait

persepsi masyarakat atau efektivitas langsung regulasi di lapangan (Nurhayati, 2025).

KESIMPULAN
Rangkuman Hasil Penelitian:

Penelitian ini menunjukkan bahwa produk hukum Islam di Indonesia memiliki
konsep yang fleksibel, adaptif, dan kontekstual, lahir dari ijtihad ulama dan lembaga fatwa
untuk menjawab persoalan sosial, ekonomi, dan teknologi kontemporer. Karakteristik utama
produk hukum Islam mencakup nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan, yang

memungkinkan hukum Islam tetap relevan di tengah perubahan zaman.

Implementasi produk hukum Islam dalam sistem hukum nasional berlangsung
melalui integrasi normatif ke dalam regulasi formal serta penerimaan sosial melalui praktik
kelembagaan, seperti di sektor perbankan syariah, fintech, dan pengelolaan zakat-wakaf.
Hukum Islam terbukti mampu berkontribusi terhadap keadilan sosial dan stabilitas ekonomi,

meskipun tantangan muncul akibat perbedaan fleksibilitas antara hukum Islam dan hukum
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positif, serta keterlambatan hukum positif dalam merespons inovasi teknologi seperti smart

contracts dan aset digital.

Faktor pendukung implementasi hukum Islam meliputi regulasi yang adaptif,
pedoman fatwa yang jelas, dan kesadaran masyarakat. Sementara faktor penghambat
mencakup pluralitas sistem hukum, keterbatasan kodifikasi, tumpang tindih kewenangan
lembaga, dan literasi hukum masyarakat yang masih rendah. Kolaborasi antara lembaga
fatwa, regulator, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk mengoptimalkan implementasi

hukum Islam secara efektif dan berkelanjutan.
Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan:

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap studi hukum Islam dan
integrasinya dalam sistem hukum nasional. Pertama, penelitian berhasil menggambarkan
konsep dan karakteristik produk hukum Islam yang adaptif dan relevan dengan dinamika
sosial-ekonomi modern. Kedua, penelitian menegaskan mekanisme implementasi hukum
Islam ke dalam regulasi nasional dan praktik kelembagaan, menunjukkan integrasi normatif
sekaligus sosial. Ketiga, penelitian mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat
implementasi, membuka perspektif baru terkait harmonisasi hukum Islam dengan hukum

positif dalam konteks masyarakat plural.
Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya:

Untuk pengembangan kajian ke depan, terdapat beberapa rekomendasi penting yaitu:

1. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi evaluasi empiris terkait efektivitas
implementasi produk hukum Islam di masyarakat, terutama dalam konteks fintech syariah
dan ekonomi digital.

2. Studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif di bidang lain, seperti hukum
keluarga dan hukum pidana, dapat memberikan wawasan tentang harmonisasi regulasi di
Indonesia.

3. Kajian mendalam mengenai penguatan literasi hukum masyarakat dan peran kelembagaan
fatwa serta regulator akan mendukung optimalisasi implementasi hukum Islam secara inklusif
dan adaptif.

4. Penelitian lanjutan dapat meneliti pengembangan kerangka hukum hybrid, yang
mengintegrasikan nilai moral hukum Islam dengan kepastian hukum positif, khususnya

dalam menghadapi inovasi teknologi dan praktik ekonomi modern.
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